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ABSTRAK 

Eko Satrio Widyanto Nugroho, 02011381419341, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN LISTRIK TANPA IZIN 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN. BANJARMASIN), Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya. 

Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai subyek hukum 

pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat 

dipertanggungjawabankan secara pidana disyaratkan adanya wujud nyata secara 

fisik. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat merugikan masyarakat dan 

negara. Sedangkan sistem pertanggungjawaban konvensional yang bersifat 

individual, direct dan based on schuld, sulit diterapkan pada korporasi. Tindak 

Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin merupakan suatu bentuk kegiatan 

yang melanggar ketentuan undang-undang, yang mana perbuatannya dilakukan 

dengan melawan hukum dan berdampak pada timbulnya kerugian pada negara, 

seharusnya bagi perusahaan selaku penyedia usaha dalam menjalankan kegiatan 

usahanya apalagi berkaitan dengan penyediaan listrik, terlebih dahulu harus 

mendapatkan izin usaha sehingga dari segi formalnya sebuah koroporasi dalam 

hal ini pelaku usaha memiliki aspek legal dalam bertindak.  Tujuan penulisan 

adalah untuk menganalisis sistem pertangungjawaban korporasi agar dapat 

menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dan kendala menjatuhkan pidana 

terhadap korporasi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan 

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan 

konseptual, metode analisis menggunakan analisis kualitatif dengan penafsiran, 

dan metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (library research). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan 

kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek 

hukum ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon), 

misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN. (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-

badan pemerintahan dan sebagainya.1 

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-

badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang 

dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti 

manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki 

kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan 

pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka Hakim. Badan-badan atau 

perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (rechtpersoon) yang berarti orang 

yang diciptakan oleh hukum.2 Jadi ada suatu bentuk hukum yaitu badan hukum 

yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat 

mengadakan hubungan hukum. 

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang berkuasa (berwenang) 

menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia. 

Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil

 
1 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29. 
2 Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan 

Badan Hukum, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 5. 



merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak 

berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.3 

Secara etimologi, badan hukum merupakan sebuah korporasi. Kata 

Korporasi (Belanda: corporatie, Inggris: corporation) berasal dari kata corporatio 

dalam bahasa latin. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti 

memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi itu beraarti 

hasil dari membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, 

badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan 

manusia, yang terjadi menurut alam.4 

Secara terminologi, korporasi memiliki pengertian yang sudah banyak 

dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan 

Tjitrosudibo, yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang 

merupakan badan hukum5. Sedangkan Yan Pramadya Puspa menyatakan yang 

dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan 

hukum; korporasi atau perseorangan disini yang dimaksud adalah suatu 

perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang 

manusia ialah sebagai pengemban hak dan kewajiiban memiliki hak menggugat 

ataupun digugat di muka pengadilan.6 

 

 
3 Neni Sri Irmayani, Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 24 
4 Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: 

Kencana, 2010, hlm 23. 
5 Chidir Ali, Badan Hukum, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1991, hlm 19. 
6 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, 

hlm 29. 



Perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya Undang-Undang 

pidana diluar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek 

hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada 

Korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan-perkembangan 

hukum pidana di negara-negara lainnya. Diadopsinya korporasi sebagai subjek 

hukum pidana di Indonesia terlihat dari beberapa Undang-undang yang dibuat 

akhir-akhir ini.7 

Korporasi seringkali menjadi pelaku atau setidaknya turut terlibat dalam 

melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kejahatan 

atau tindak pidana yang dilakukan atau setidaknya melibatkan suatu korporasi ini 

dilakukan dalam berbagai aspek misalnya aspek sosial, aspek bisnis, aspek 

lingkungan hidup dan aspek-aspek strategis lainnya. Secara sederhana, dapat 

dikatakan bahwa tindak pidana kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum 

(hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau 

korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah 

memberikan keuntungan bagi korporasi yang bersangkutan.8 

Kejahatan korporasi sering juga disebut “kejahatan bayangan” karena 

orang awam (masyarakat luas) seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa 

dirinya merupakan korban dari tindak pidana ataukejahatan korporasi yang 

dikemas dalam suatu kemasan “bisnis yang legal”. Dalam tindak pidana korporasi 

juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab sehingga ketika tindak pidana 

 
7 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-

beluknya, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 20. 
8 Kristian, Kejahatan Korporasi Di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 22. 



korporasi disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan 

pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.9 

Ron Kramer dari Western Michigan University di Kalamazoo memberikan 

salah satu definisi terbaik mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

kejahatan korporasi. Ron Kramer menyatakan bahwa kejahatan korporasi adalah 

perilaku ilegal dan/atau perilaku yang menimbulkan kerugian sosial yang 

dihasilkan dari pengambilan keputusan yang disengaja oleh eksekutif perusahaan 

sesuai dengan tujuan operasi organisasi mereka.10 

Selanjutnya, kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai 

kejahatan bisnis. Kejahatan atau tindak pidana korporasi selalu dilakukan dalam 

skala bisnis besar. Oleh karenanya, besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi 

akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban 

(masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya) sebagai 

akibat tindak pidana atau kejahatan korporasi tersebut.11 

Disamping sebagai kejahatan bisnis, kejahatan atau tindak pidana 

korporasi juga dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai salah satu bentuk 

kejahatan kerah putih (white collar crimes). Dikatakan demikian karena kejahatan 

korporasi pada umumnya dilakukan oleh para profesional bisnis, eksekutif, atau 

mereka yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu hal yang 

membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan pada umumnya adalah cara 

dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Singkatnya, tindak 

 
9 Ibid, hlm 22. 
10 Ibid, hlm 22. 
11 Ibid, hlm 23. 



pidana korporasi dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak 

menyebabkan kerusakan fisik pada korban.12 

Seperti contoh kasus sesuai putusan pengadilan nomor 

890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin, yang melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menentukan 

bahwa: 

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan listrik untuk 

kepentingan umum tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah)”. 

2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 

tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listik untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat 3 (tiga) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). 

 
12 Ibid, hlm 24. 



Kasus ini bermula ketika sebuah perusahaan yakni PT. Gemilang 

Supermarket Banjarbaru menggunakan mesin genset yang digunakan sebagai 

sumber listrik cadangan yang dioperasionalkan untuk menyuplai arus listrik untuk 

menghidupkan lampu, AC, eskalator, lift, dan pompa air apabila terjadinya 

pemadaman listrik sehingga aktifitas dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan 

sehari-hari berjalan lancar. 

Pengoperasian ini dilakukan oleh PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan dengan tanpa 

izin operasi yang seharusnya untuk penyediaan tenaga listrik untuk usaha 

kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah 

mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. 

Perbuatan ini tentu saja merugikan negara dan perbuatan terdakwa diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan. 

Perusahaan PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru termasuk dalam 

kategori kejahatan atau tindak pidana Korporasi, karena dengan sengaja telah 

menjalankan pengoperasian genset tersebut tanpa izin. Dan sesuai putusan 

pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin, perusahaan tersebut dikenai 

sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- 

Dari uraian kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

dalam mengenai pertanggungjawaban hukum Korporasi sebagai subjek hukum 

serta bagaimana penerapan Pasal 49 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan, diberlakukan sebagai upaya penegakan hukum 



dibidang tindak pidana Korporasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas 

masalah ini dengan judul penelitian “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA PENYEDIAAN 

LISTRIK TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN 

BANJARMASIN)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana pada Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN 

Banjarmasin ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Tindak 

Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin dalam putusan 

pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin ? 

C. Ruang Lingkup 

Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan 

mempelajari apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan atau 

tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana dibidang administrasi dan 

perizinan penyediaan tenaga listrik, 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yakni : 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 

890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin. 



2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap 

Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin berdasarkan 

putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Banjarmasin. 

E. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum Pidana dan 

terkhusus dalam bidang tindak pidana korporasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan 

advokat, serta para pihak yang berhubungan dengam badan hukum dan 

lainnya. 

F. Kerangka Teori 

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis 

menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan untuk 

menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, 

adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pemidanaan 

  Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan 

sebagai pandangan intergratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan 

bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori 



tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan 

Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan 

pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat 

dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa 

keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut 

dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.13 

  Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika 

kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya 

kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial 

masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu 

sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu 

teori absolut, teori relatif, teori penggabungan, teori treatment dan teori 

perlindungan sosial. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan 

berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan 

pidana. 14 

2. Teori Pertanggungjawaban 

 Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan 

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko 

atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin 

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

 
13 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 30. 
14 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika 

Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22. 



menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility 

berarti hal yang dapat dipertanggungjawablan atas suatu kewajiban, dan 

termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi 

juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.15 

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah 

laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol 

jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau 

mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah 

merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada 

alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan 

tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.16 

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-

benar tertkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung 

jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari. 

 

 

 

 
15 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 

335. 
16 Masyhur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan 

Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 21. 



G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan.17 Penelitian hukum  Normatif ini mempergunakan sumber 

data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu 

hukum.18 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode 

Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan  cara 

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian 

data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat 

memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian 

Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.19 

3. Pendekatan Penelitian 

Melalui sinkronisasi aturan hukum, selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap teori terkait melalui beberapa pendekatan seperti 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang yaitu 

 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.  2004.  Penelitian Hukum Normatif.  Jakarta:  

Raja Grafindo Persada, hlm.14. 
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24. 
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986,   hlm. 10 



suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual adalah 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.20 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Bahan Hukum Sekunder, antara lain: 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang 

tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan 

Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

pakar hukum; 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif; 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka 

(library research). Data Kepustakaan yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 

2005, hlm.95. 



Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.21 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Berdasakan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan 

adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, 

yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.22 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Hasil analisa ditarik kesimpulan melalui metode deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang bersifat lebih khusus.23 Hasil analisa dalam penelitian ini 

merupakan suatu preposisi umum yang kemudian preposisi umum 

tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh 

kesimpulan yang menjawab permasalahan. 

 
21 Ibid. hlm. 107 
22  Ibid. hlm. 107 
23 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm.10. 
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